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Republik . . . 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 

NOMOR :1572/PW.01/1222/2021 

TENTANG 

PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

LABUHANBATU SELATAN 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 

Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum; 

b. bahwa dalam rangka mendukung program 

pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai 

upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tentang 

Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
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MEMUTUSKAN . . . 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di 

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 95, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

4868); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 

Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 

2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

 

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 

945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 

Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021; 

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 

1571/PW.01/1222/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 

Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 
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h. mengadministrasikan . . . 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN 

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN. 

KESATU : Menetapkan nama-nama Satuan Tugas Unit 

Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

ini. 

KEDUA : Tugas dan fungsi Satuan Tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU adalah: 

a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan 

Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan 

KPPS; 

b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU 

Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal 

pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, 

PPS, dan KPPS; 

c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi; 

d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan 

Gratifikasi; 

e. menyimpan, menginventarisasi, dan 

mendokumentasikan subjek pelaporan 

penerimaan Gratifikasi; 

f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan 

penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan 

dan barang yang mudah rusak atau busuk. 

g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi 

dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG 

KPU dengan tembusan kepada UPG KPU 

Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan 

penerimaan Gratifikasi; 
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h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau 

penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, 

dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; 

i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU 

dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP 

Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi 

pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau 

penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, 

PPS, dan KPPS; 

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya 

Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN Tahun 

2021. 

KEEMPAT  Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

   

Ditetapkan di Kotapinang 

Pada tanggal 21 Oktober 2021 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, 

 

ttd 

EPENDI PASARIBU 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 

NOMOR 1572/PW.01/1222/2021 

TENTANG 

PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 

 

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 

 

Pengarah : 1. Ependi Pasaribu, S.E, M.AP. 

2. Iwan Dana, S.H. 

3. Novrizal Harahap 

4. Eben Ezer Lumbantoruan, S.Pd. 

5. Saipul Bahri Dalimunthe, A.Md 

Ketua : Naharuddin, S.Sos, M.M. 

Sekretaris : Afrida Hanum Hasibuan, S.E. 

Anggota : 1. Fahrurrozi Risa, S.E, M.M. 

2. M. Delfi Putra Halim, S.Kom. 

3. Rahmadsyah Putra, S.P, M.M. 

 

Ditetapkan di Kotapinang 

Pada tanggal 21 Oktober 2021 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, 

 

ttd 

EPENDI PASARIBU 
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